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Model kerja sama operas (joint operation) kerap menjadi pilihan umum dalam pengerjaan proyek bidang
konstruksi di mana terdapat bentuk perkumpulan dua badan hukum atau lebih yang bergabung untuk
menyelesaikan suatu proyek dengan jangka waktu tertentu hingga proyek tersebut selesai dilaksanakan.
Dalam hal penyelesaian utang piutang, diperlukan pedoman proses dan sarana hukum yang mendukung
bagi joint operation, demi penyelesaian yang adil, cepat, terbuka dan efektif. Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) pun hadir sebagai solusi dengan cara memberikan kesempatan kepada Debitor
dan Kreditor untuk melakukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran baik seluruh atau sebagian
utangnya kepada Kreditor dengan syarat pengajuan adanya utang yang telah jatuh tempo dan harus terdapat
2 (dua) atau lebih Kreditor. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewagjiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), belum dapat menjadi pedoman yang efektif bagi joint
operation terutama yang berperan sebagai Kreditor dalam ha pengajuan permohonan PKPU. Hal ini dapat
terlihat dalam Putusan Nomor75/Pdt. Sus/PK PU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst di mana Pengajuan PKPU yang
dilakukan olen ADHI-KMN joint operation ditolak karena tidak terbukti adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor.
Dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yakni mengacu pada norma hukum yang terdapat
di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-normayang hidup di
masyarakat, membahas mengenai bagai mana kedudukan hukum ADHI-KMN selaku Kreditor yang
berbentuk joint operation dalam permohonan PKPU serta bagaimana akibat hukum apabila permohonan
PKPU yang digjukan oleh ADHI-KMN terhadap PT Albok dikabulkan.

...... The joint operation model is often a common choice in construction projects where thereis an
association of two or more legal entities that join forces to complete a project for a certain period of time
until the project is completed. In the case of settlement of debts and receivables, a process guideline and
legal means that support the joint operation are needed, for afair, fast, open and effective settlement.
Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is also present as a solution by providing opportunities
for Debtors and Creditors to make peace which includes an offer to pay all or part of their debts to Creditors
on condition that there is a debt that is due and there must be 2 (two) or more Creditors. Law Number 37 of
2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt (UUK-PKPU), has not
been able to become an effective guideline for joint operations, especially those acting as creditorsin terms
of submitting PKPU applications. This can be seen in Court Ruling Number

75/Pdt.Sus/PK PU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst where the PK PU submission made by the ADHI-KMN joint
operation was rejected because there were no proven 2 (two) or more creditors. By using ajuridical-
normative research form, namely referring to legal norms contained in laws and regulations, court decisions,
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aswell as normsthat live in society, discussing how the legal position of ADHI-KMN as Creditorsin the
form of ajoint operation in the application PK PU and what are the legal consequencesif the PK PU
application submitted by ADHI-KMN against PT Albok is granted.



